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:Bagan Organisasi SMA Negeri ter

: KEPUTUSAN
MENTERT ‘PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0558/0/1984

: tentang

Pembukaan dan Periegerian Selolah

Manengah Umum Tingkat Atas
MENTPRI PEVDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

2. bahwa berda;a?kan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1978 No. 0%371/0/1978 telah ditetapkan Susun—

Qan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

an Organisasi
b. bahwa untuk mepingkatkan daya taompung sekolah menengah umum
tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin
meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian
Sekolah Menengah Unum Tingkat Atas;
L+ Keputusan Presiden Republik Indonesia:
2. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983%;
d. Nomor 15/ Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kbbuﬂayawn.
a. tanggal 22 Desember 1978 No.033/0/1978;
b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
' e tanggal 11 September 1980 No, 0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No ~0172/0/1983 dan HNo.0173/0/198%;

srgetujuan Menteri. Negars, Pendaydgunaln Apaxatur Negain dalmm surainy?

‘,Nnmor,Bma4z/1/ﬂmN2AN/ﬂo/eﬁ tanggal 31 Oktober 1984

MEMUTUS KAN :
2. Membuka  Sekolah. ] ImLenggh Umum Tingkat Atas (SMA) Negeriy
b. Menegerikan SMA SWﬁsta mengadl SMA Negeri,

di beberaps Propinsi sebagﬁlmwna tersebut pada Lampiran I Keputusan ini,

:Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kérja SMA
Negeri tersebut pada dikttum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan
dalam Keputusan Menteri Pendidi]

1978 No.0371/0/1978

xan dan vaudayaan tanggal 22 Desember

sebut pada diktum "Pertama" adeab‘qem
bagaimana tersebut rada Lempiran IT Keputusan ini,



y

7
1
3
5
g

Kéi lima

©

i
Y

Kei;u;i uh

Ke ile lapan

preAR e A A

1l

kep

|

Al
o

i

Selinan Keputusan ini disampaikan

: Hal~hzl lain yang belum distur dalam

: Memugaskan kepada Kepazla Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketenw-
tusn tersebut pads diktum "Pertama™ bagi sekolszh yang berada di
wilsyahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanzan Keputusan ini bsgi masing-masing

sekolah di Propinsi Yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran

sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputvusan ini dari 4 g -
garan Pend:rpatein dan Belanja Departemen Pendi diksn dan Kebuday
tahun 1984/1985, dan untuk tahun—

an yang selaras dengan itu,

acll

tahun selanjutnya pada mata anggar—

Dengan berlzkunys Keputusan ini Jjumleh SMA Negeri di Indonesiz ad
lah 1.216 (seribu dua ratus

puluh 1:ujuh) Propinsi.

auu-
enam belas) bush tersebar di 27 (dus

Keputusan ini akan diztur le-
bih lanjut dalsm ketentnan tersendiri '

»

Keputusan ini mulai berlaly pada tanggal ditetapkan dan berlaku

swrut fterhitung mulai tanggal 1 Juli 198,

Ditetapkan di Jskarts
pada tanggal 20 November 1984
MENTERI FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Galle b,
Sekretaris Je nderal,
ta.tad.
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1l.iSekretariat Negala,

2sfiSekretariat Ksbiflet,

3« Semuz Henteri Kordina’t;br,

4.; Bemua Henteri Nel

S5e'Semuz MNenteri, |

6.{iSemua Menteri Muda,

ToliSekretaris Jendegal Departemen Pendidiksn dan Kebudayaan, _ *

S,flnspektur Jendergl Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Q.QSemua Direktur Jenderal dzlam lingkungan Depertemen Pendidikan dan Kebudeyaan,

10+ iKepala Badsn Penglitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudaysan pada
‘Departemen Pendidikan dan Kebudayszan, '

11.{Semuz SekretarisjItjen.,Diﬁjen, den Badan Penelitisn dan Pengembangan Pendi~
jdikan dan Kebuda§asn dzlam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudzyaan,

12w§Semua Direktorat{ Inspekturft, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Depsr—
ftemen Pendidikan] dan Kebudeayaan,

13. iDit jen Iukum dan| Perundang-ndangan Departemen Kehakiman,

14»§Semua Kantor Wilgyah Departemen Pendidiksn dan Kebudaysan di Propinsi,
;ﬁmma&ﬁmmm*kpﬂab&mﬂﬂﬁmﬂm;L

m@wmammﬁmm.MMﬁmﬂPw@mme%ime,

17, iSenua Univ/lnst/éek,Tinggi/Akademi dalam lingk, Depsrtemen Pendidiksn dan
Kebudayaan,

18.;Badan Pemeriksa Keuvangan,
ﬁD}tQBn.Anggaran,

20.4Ditjen, Pajak, -

2l.|Dit, Perbendzharaan Negara Ditjen.Anggaran Departemen Eeuangan,

22,§Sanua Kanter Perbendaharaan Hezara,

23+ Badan Aduinistrasi Kepegsawaian Negara,

24, Lemabag Administrasi Negara,

2h¢ FKetus DPR-RI,

26.EKbmisi IX DPR-RI}

27.?Yang bersangkutaf untuk dipergunakan seperlunysa.

! i
i

i
i Salinan sesuai dengan aslinya

ff Aen. Kepala Bagizn Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dzpartenen Pendidikan dan Kebudayasn

Kepalg Sub Bagian Penggandaan
&{inan Perundang-undangsn,
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